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Abstrak

Tulisan ini membahas tentang global governance pada masa pasca Perang Dingin dan
Abad XXI. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana global governance dimasa
tersebut. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan
Teknik pengumpulan data studi pustaka atau penelitian dokumen. Hasil dari studi ini
menunjukkan bahwa fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi membawa
perubahan yang signifikan dalam pergaulan antar individu bangsa dan negara di dunia.
Banyak masalah baru bermunculan dan itu perlu pengaturan global. Berbagai masalah
seperti masalah lingkungan, kesejahteraan, keamanan dan hak asasi manusia membuat
global governance tidak terelakkan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa global
governance menjadi fenomena yang disadari signifikansinya di Abad XXI

Kata Kunci: global governance, isu-isu global, kerjasama antar negara

Abstract

This paper tries to deal with global governance in post-cold war era and in the 21 century.
Method used in this study is a qualitative one and the data is collected with the library research
technique. Finding of research states that the development of technology and globalization have
changed the ways actors in stage interact each other. The emergence of new problems needs a
global governance. People understand that in 21+ problems of environment, human development,
peace and security and human right make the global governance is inevitable. In sum, global
governance is unavoidable in the 21% century.
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PENDAHULUAN mendapat bantuan negara-negara NA-

Tahun 2022 dunia dikejutkan dengan TO. Amerika Serikat dan negara-negara

operasi militer khusus Rusia di Ukraina.
Hal ini dilakukan Rusia untuk memberi
bantuan pada warga penutur Bahasa
Rusia yang mendapat perlakukan diskri-
minatif dari pemerintah kaum mayoritas
Ukraina. Perang yang dimulai pada Fe-
bruari 2022 ini berlangsung terus hingga
sekarang. Belum ada tanda-tanda bahwa
perang ini akan berakhir dalam waktu
singkat. Hal ini terjadi karena Ukraina

Eropa Barat anggota NATO mengirim
alat utama system persenjataan, para
penasehat militer, intelijen dan pasukan
untuk menghadapi Rusia di Ukraina Ti-
mur. Inilah yang membuat sengketa dan
perang menjadi berkepanjangan.

Tidak hanya itu, negara-negara NATO
juga menjatuhkan sanksi ekonomi terha-
dap Rusia. Akses perdagangan dengan
Rusia dibatasi dengan harapan Rusia
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akan mengalami kesulitan ekonomi. Jika
Rusia tidak bisa membiayai mesin pe-
rangnya, maka diharapkan akan meng-
hentikan aksi militernya. Terhadap sank-
si ekonomi Amerika Serikat dan negara-
negara Eropa Barat ini Rusia melakukan
perlawanan. Rusia membalas dengan
membatasi dan mengurangi aliran gas ke
Jerman dan negara-negara Eropa lain-
nya. Pembatasan aliran gas sedikit ba-
nyak telah mengguncangkan perekono-
mian negara-negara Eropa. Di Inggris
PM Liz Truss mengundurkan diri setelah
menjabat selama tiga bulan karena ke-
guncangan ekonomi dan jatuhnya pound-
sterling di level terendah. (Sorongan,
2022, CNBC Indonesia). Begitu pula
Perdana Menteri Italia Mario Draghijuga
mengajukan pengunduran diri pada Juli
2022 akibat kondisi ekonomi Italia yang
semakin menurun. (CNN Indonesia, 21
Juli 2022). Kondisi ini yang luput dari
perhitungan negara-negara Barat, bu-
kannya Rusia dan Putin yang tumbang,
tetapi justru di negara Eropa, pemberi
sanksi yang mengalami masalah.

Keterlibatan NATO di wilayah-wilayah
luar kawasan bukanlah cerita baru. Satu
dekade yang lalu, negara-negara NATO
melibatkan diri dalam konflik internal di
Libya. Musim semi Arab (Arab Spring)
yang melanda kawasan Timur Tengah
dan Afrika Utara membuat beberapa pe-
merintahan di kawasan tersebut tum-
bang. Dimulai dari Tunisia, gelombang
Arab Spring ini melanda Mesir, Libya,
Suriah dan negara-negara lain di Timur
Tengah. Ketika suku-suku di Libya mela-
kukan pemberontakan terhadap peme-
rintahan Khadafi, Amerika Serikat dan
NATO mendukung gerakan ini atas
nama pro-demokrasi. Manakala Gerakan
pemberontakan yang didukung NATO
ini menampakkan tanda-tanda kekala-

han, NATO membuat propaganda seo-
lah pemerintahan Khadaffi melanggar
hak asasi manusia. Dengan dalih inter-
vensi kemanusiaan dan responsibility to
protect, pasukan NATO mengintervensi
Libya dan menumbangkan pemerinta-
han Moamar Khadaffi dan juga merusak
apa yang telah dirintis Khadaffi agar
Libya lebih independen dari Barat.

Perang Rusia-Ukraina telah mempenga-
ruhi masyarakat yang mendiami wila-
yah-wilayah lain di luar wilayah konflik.
Kelangkaan gandum misalnya, berpe-
ngaruh pada Masyarakat dimana saja
terutama di negara-negara dimana kon-
sumsi gandum cukup tinggi. Di Indone-
sia misalnya, para penggemar mie instan
mulai khawatir akan isu kenaikan harga
mie yang akan naik sampai tiga kali lipat.

Perang tentu saja membawa kesengsara-
an rakyat banyak. Mereka yang terlibat
secara langsung maupun tidak langsung.
Penduduk sipil bisa terluka atau terbu-
nuh, atau cacat terkena ledakan senjata
salah sasaran. Masyarakat tidak bisa
mencari nafkah sebagaimana biasanya,
karena takut atau karena memang kon-
disi tidak memungkinkan. Dampak lain
adalah kekurangan bahan pangan, mun-
culnya berbagai penyakit dan ketidak-
nyamanan dalam melakukan aktifitas
sehari-hari. Bahkan dalam kasus perang
Ukraina-Rusia yang jauh dari wilayah
Indonesia, telah membawa kekhawati-
ran bagi masyarakat penggemar mie ins-
tan.

Selain persoalan perang, wilayah Inggris
dan juga negara-negara Eropa dilanda
gelombang panas. Meskipun Inggris di-
kenal sebagai negara beriklim dingin,
tetapi pertengahan tahun ini beberapa
hari diterpa gelombang panas. Gelom-
bang panas pada pertengahan 2022 telah
membawa korban terdampak panas
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sekitar 2.803 korban. (London Assembly,
Nov. 17, 2022). Sebagaimana dilaporkan
The Guardian, suhu terpanas pada tang-
gal 19-20 Juli 2022 telah menyebabkan
638 orang meninggal akibat dampak su-
hu panas (The Guardian, 2022).

Di wilayah Eropa Selatan yang mencapai
45% C dan pemerintahan negara-negara
di kawasan tersebut banyak mengeluar-
kan alert warning bagi warganya. Bagi
negara-negara di wilayah tropis, suhu
udara diatas 40° C adalah hal biasa, tetapi
bagi masyarakat Inggris, kondisi ini sa-
ngat menyiksa. Kulit bisa terpanggang
terik matahari, mengalami dehidrasi, pe-
nyakit kulit dan keringat yang membuat
warga Inggris merasa tidak nyaman.
(Kompas, 8 Agustus 2022).

Dari perang hingga gelombang panas
terdapat ekses yang tidak bisa ditangani
oleh satu negara saja. Banyak penduduk
Timur Tengah kelaparan karena pasokan
gandum dari Ukraina dan Rusia terputus
akibat perang. Orang-orang di Eropa Te-
ngah, seperti Jerman dan Hungaria mi-
salnya, mengalami krisis pasokan gas
akibat pengurangan suplai gas oleh Ru-
sia. Masalah-masalah diatas dan masa-
lah-masalah lain yang dihadapi dunia
dewasa ini membuat orang harus mem-
perhatikan secara seksama tentang sa-
ling ketergantungan (interdependence)
dan globalisasi. Penekakan pada politik
global dan isu-isu global mau tidak mau
harus menjadi concern bagi semua pihak.

Politik global adalah isu-isu dan aktifitas
yang dilakukan negara-negara dan actor-
aktor bukan negara (non-state) yang me-
lintasi batas-batas kedaulatan negara
dan memiliki implikasi terhadap sebagi-
an besar penduduk dunia. Akan tetapi,
politik global tidak memadai untuk
menggambarkan bagaimana faktor-fak-
tor ekonomi, budaya, lingkungan, dan

lain-lain menciptakan masyarakat global
yang memiliki norma-norma global.
(Payne, 2003).

Norma global yakni serangkaian nilai-
nilai yang dihargai warga diberbagai ne-
gara dan sesuai dengan akal sehat yang
perlu ditegakkan untuk mengatasi masa-
lah-masalah yang dihadapi dunia. De-
ngan kata lain, dunia saat ini perlu dan
butuh pengaturan global (global gover-
nance). Tulisan ini akan membahas ten-
tang bagaimana global governance pasca
Perang Dingin Abas XXI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kua-
litatif. Menurut Creswell (2012 : 4) dan
Boeije (2010) metode kualitatif mengha-
silkan data yang kaya yang perlu ditaf-
sirkan melalui identifikasi dan pengko-
dean tema-tema dan kategori-kategori
yang mengarahkan pada temuan yang
bisa menyumbang pada pengetahuan
teoretis dan kegunaan praktis. Miles dan
Huberman (1992) menganggap penting
untuk mengembangkan metode-metode
yang valid dan teruji untuk menyelidiki
hubungan-hubungan sosial dan penye-
bab-penyebabnya. Dalam anggapan me-
reka gejala sosial itu tidak semata-mata
hanya berada dalam pikiran peneliti,
melainkan terdapat dalam dunia nyata.
Terdapat keteraturan dan hubungan
yang teratur dan logis diantara gejala-ge-
jala sosial tersebut. Jadi terdapat keter-
aturan yang perlu ketelitian dan kejerni-
han dalam menganalisa secara kualitatif.
Metode kualitatif dipakai karena metode
ini yang paling cocok untuk menganalisa
permasalahan. Data yang digunakan da-
lam penelitian ini bukan data kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang diguna-
kan adalah teknik penelitian dokumen,
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yakni sumber-sumber data sekunder.
Teknik ini juga dikenal dengan peneli-
tian pustaka. Data yang diperoleh dari
penelitian pustaka kemudian dianalisa
secara kualitatif yang menyangkut re-
duksi data, penyajian data dan verifikasi
data. Bryman dan Burges (1999) me-
nyampaikan bahwa dalam penelitian
dokumen perlu dievaluasi apakah
dokumen-dokumen itu berfokus pada
bukti-bukti dalam hal keotentikan,
penseleksian dan penyajiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Global Governance

Gelombang panas (heatwave), pemanasan
global dan perubahan iklim semakin la-
ma semakin terasa dampak dan anca-
mannya. Pandemic Covid-19, terorisme,
harga gandum, minyak dan pasar finan-
sial yang saling terhubung membuat
tantangan yang dihadapi dunia saat ini
semakin kompleks. Berbagai persoalan
diatas, ditambah dengan persoalan yang
lebih berat seperti proliferasi senjata
nuklir dan senjata pemusnah massal
lainnya tidak akan mudah untuk disele-
saikan negara-negara secara individu,
sehingga perlu kerjasama dari berbagai
pemerintahan negara dan aktor bukan
negara. Kerjasama dari berbagai aktor ini
untuk menciptakan suatu pengaturan
global untuk mengatasi berbagai perso-
alan tersebut.

Setelah Perang Dingin berakhir, kerjasa-
ma antar negara banyaknya aktor-aktor
bukan negara, aktifitas individu-indivi-
du menuntut adanya mekanisme inter-
nasional baru dimana masalah-masalah
yang muncul bisa dipecahkan bersama-
sama. Dengan berakhirnya persaingan
politik dan militer Timur dan Barat,
kerjasama internasional merupakan sua-

tu keharusan untuk menghadapi dan
memecahkan isu-isu baru yang muncul
sebagai ekses dari globalisasi. Ketika pe-
rang dingin usai, para cendekiawan dan
pemimpin dunia bergembira memba-
yangkan tatanan dunia baru yang bebas
dari perang. Tidak terpikirkan sebelum-
nya akan muncul horor dan teror di Twin
Tower WTC, fenomena musim semi Arab
(Arab Spring) misalnya, atau pecah pe-
rang Ukraina dan Rusia.

Untuk menghadapi persoalan-persoalan
global, para ahli membentuk suatu ke-
lompok yang Bernama Komisi Global
Governance yang merekomendasikan la-
poran mengenai kerjasama internasional
macam apa yang mesti diaplikasikan
sebagai reformasi terhadap model-
model kerjasama yang telah ada. Komisi
tersebut mendefinisikan global governance
sebagai keseluruhan dari berbagai cara
dan jalan dari individu-individu dan
lembaga-lembaga-baik publik maupun
privat-untuk mengelola persoalan-per-
soalan mereka (the sum of the many ways
individuals and institutions, public and pri-
vate, manage their common affairs). Dalam
menangani masalah bersama itu, tentu
saja terdapat konflik kepentingan dianta-
ra aktor-aktor, maka perlu kerjasama dan
akomodasi yang harus dilakukan se-
hingga para aktor tersebut mampu
menghasilkan rancangan yang para indi-
vidu dan lembaga-lembaga yang terlibat
menganggapnya sebagai bagian dari ke-
pentingan mereka.

Globalisasi yang berkembang pasca Pe-
rang Dingin membuat penyatuan global
yang berfungsi sebagai penyeleksi masa-
lah dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan
para aktor untuk menangani masalah-
masalah dan isu-isu yang muncul. Kare-
na itu pengelolaan global (global gover-
nance) mencakup berbagai hal seperti
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struktur internasional, norma dan hu-
kum internasional, rezim internasional,
kelompok ad hoc dan pengelolaan publik-
privat lainnya. Struktur internasional ya-
itu karakteristik konfigurasi kekuasaan
dan pengaruh atau bentuk-bentuk hubu-
ngan dominan dan sub-ordinatnya (Hol-
sti 1992). Hukum internasional merupa-
kan serangkaian prinsip-prinsip dan atu-
ran-aturan yang biasa terjadi dalam ma-
syarakat internasional dalam hubungan
antar negara satu sama lain atau antar
bangsa (Tung, 1968). Sedangkan rejim
internasional adalah aturan main yang
merupakan suatu kerangka harapan dan
preskripsi diantara aktor-aktor di pang-
gung internasional. Rezim ini didasar-
kan atas pemahaman tentang apa yang
diperlukan bersama untuk membentuk
kerjasama dan hubungan yang berlan-
daskan pada asas resiprositas — sama-
sama untung. (Evans & Newnham, 19-
98). Sedang kelompok ad hoc, merupakan
individu atau komunitas, kelompok
yang memperhatikan isu-isu atau masa-
lah tertentu. Komunitas ini memperhati-
kan, mempelajari, mengevaluasi dan me-
rekomendasikan kebijakan. (Karns &
Mingst, 2010).

Struktur internasional yang dimiliki se-
tiap system tidaklah tetap melainkan bi-
sa berubah-ubah tergantung pada konfi-
gurasi dan konstelasi antar aktor-aktor-
nya. Boleh jadi di suatu masa struktur-
nya terpusat pada satu negara yang pa-
ling powerful, dan negara tersebut men-
dominasi negara-negara lain. Pada era
yang lain sturktur power menyebar pada
berbagai aktor dan negara sehingga ti-
dak ada yang dominan karena power-nya
merata, atau distribusi power itu seperti
stratifikasi, yang memberikan kekuatan
antar aktor atas dasar power-nya. Sekali-
pun demikian, power itu bisa diiden-

tifikasi dari pola-pola hubungan yang
terjadi, misalnya rivalitas, aliansi, blok,
isu-isu yang dikembangkan, atau organi-
sasi internasional (Holsti, 1992).

Organisasi internasional adalah suatu
struktur formal berkelanjutan yang di-
bentuk dengan persetujuan di antara
anggota-anggotanya. Anggota-anggota
organisasi bisa berupa negara, pemerin-
tah, publik atau bukan-negara, swasta,
privat atau individu. Tujuan dari organi-
sasi adalah untuk mengejar dan menca-
pai kepentingan bersama anggota-ang-
gotanya (Archer, 2001).

Dalam melihat organisasi internasional,
A. Le Roy Bennet (1995) memberi bata-
san dengan merumuskan ciri-ciri atau
karakteristik yang harus dimiliki oleh
organisasi, diantaranya adalah: Pertama,
suatu organisasi permanen, untuk me-
laksanakan serangkaian fungsi secara
berkesinambungan. Kedua, keanggotaan
bersifat terbuka dan sukarela bagi pihak-
pihak yang memenuhi syarat. Ketiga,
adanya suatu instrument pokok yang
menyatakan tujuan, struktur, dan meto-
de cara bekerjanya organisasi. Keempat,
adanya suatu organ konferensi konsul-
tatif yang mewakili kepentingan anggota
secara meluas. Kelima, adanya suatu
sekretariat tetap untuk melaksanakan
fungsi-fungsi administrasi, riset dan in-
formasi yang berkelanjutan.

Fungsi organisasi internasional menca-
kup banyak hal, termasuk fungsi infor-
masi yang meliputi mengumpulkan, me-
nganalisadan menyebarluaskan data.
Data ini diperlukan untuk kepentingan
anggota dan perkembangan organisasi
agar bisa menyesuaikan diri dengan
tantangan situasi dan kondisi masa kini
dan masa depan. Fungsi sebagai forum
dimana organisasi memberikan tempat,
sebagai wadah untuk pertukaran panda-
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ngan dan gagasan diantara anggota-ang-
gotanya dan nantinya bisa merumuskan
kebijakan yang tepat. Fungsi lain dari
organisasi adalah fungsi normatif, artinya
organisasi menciptakan standar perila-
ku, code of conduct dan hal-hal lain yang
nantinya dijadikan acuan para anggo-
tanya dalam berinteraksi satu sama lain.
Sebagai kelanjutan dari fungsi normatif
ini adalah fungsi pencipta aturan. Orga-
nisasi bisa membuat aturan dan perjan-
jlan yang mengikat anggota-anggotanya
secara absah (legally binding). Tentu saja
jika timbul salah penafsiran dan konflik
diantara anggota-anggotanya, organisasi
akan menjalankan fungsi yang lain yaitu
fungsi sebagai pengawas. Fungsi penga-
wasan mencakup monitoring terhadap
ketaatan anggota menjalankan aturan,
menyelesaikan pertikaian yang muncul
dan mendorong diberlakukannya uku-
ran, parameter untuk menilai perilaku.
Fungsi terakhir organisasi adalah fungsi
operasional, yakni bagaimana organisasi
mengalokasikan sumber daya, memberi-
kan bantuan teknis pada anggota-anggo-
tanya, membantu pemulihan dari benca-
na, krisis, dan menggunakan kekuatan
untuk menyelesaikan masalah. (Karns &
Mingst, 2010). Dalam pemahaman yang
lebih luas, fungsi-fungsi organisasi inter-
nasional tidak hanya terbatas pada hal-
hal diatas, tetapi apa yang dikemukakan
diatas sudah cukup memadai .

Anggota-anggota organisasi internasio-
nal tidak hanya negara (state), namun
juga aktor-aktor bukan negara (non-state
actors). Karena itu ada pengklasifikasian
organisasi internasional seperti IGO (in-
tergovernmental organization) dan INGO
(inter non-governmental organization). Dili-
hat dari ruang lingkup kegiatannya, ada
organisasi internasional yang bersifat ge-
neral, ada organisasi yang lingkupnya

spesifik, dan ada organisasi internasional
yang sifatnya bisnis semata. Bisa juga di-
lihat dari cakupan wilayah keanggo-
tannya, seperti organisasi universal yang
wilayah kerjanya meliputi seluruh dunia
(LBB dan PBB) dan ada organisasi regio-
nal yang hanya mencakup wilayah Ka-
wasan tertentu, seperti ASEAN, NATO,
APEC, dan sebagainya.

Hukum internasional adalah suatu Kum-
pulan prinsip-prinsip, kebiasaan-kebia-
saan dan aturan-aturan yang dikenal se-
bagai kewajiban-kewajiban yang secara
efektif mengikat negara-negara Merdeka
dalam hubungan diantara mereka (Sim-
mons, 2013). Atau bisa dikatakan bahwa
hukum internasional adalah aturan-atu-
ran dan norma-norma yang negara dan
aktor-aktor lain subyek hukum merasa
wajib untuk mentaati dan mematuhinya
dalam hubungan diantara para anggota.
(Henderson, 1998). Hukum internasional
ini telah menjadi praktek kuno yang te-
lah menjadi rule of conduct bangsa-bangsa
Mesir, India, China dan Persia dalam hu-
bungan mereka pada masa kuno sebe-
lum Masehi.

Hukum internasional modern berkem-
bang pasca lahirnya negara modern era
Westphalia. Hugo de Groot menulis risa-
lah On the Law of War and Peace (1615)
yang menjadi hukum internasional mo-
dern. Hukum ini berkembang pesat pada
abad XX, aturan-aturannya bersumber
pada traktat atau konvensi, praktek kebi-
asaan, tulisan-tulisan para ahli hukum,
keputusan pengadilan dan prinsip-
prinsip umum hukum.

Situasi Global Abad XXI

Perubahan besar dalam konteks global
terjadi pada akhir masa perang dingin.
Rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni
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Soviet dan negara-negara satelitnya yang
menandai berakhirnya Perang Dingin
berakhir pada 1990-an. Sistem interna-
sional tidak lagi dalam bentuk bipolar,
tetapi bergeser ke bentuk multipolar atau
unipolar tergantung pada cara memanda-
ngnya. Banyak kejadian yang terjadi
hampir tanpa preseden. Kemajuan tek-
nologi misalnya, teknologi dalam bidang
informasi, komunikasi dan transportasi
membuat pergerakan manusia, barang
dan ide-ide menjadi tak terbatas. Hal ini
pada gilirannya menjadikan ketergantu-
ngan manusia pada perangkat teknologi
semakin kuat.

Konstelasi politik internasional telah be-
rubah, dimana pada masa pasca Perang
Dingin dunia mengalami hal-hal seperti
ketidakpastian yang mengemuka mana-
kala terjadi perubahan kekuasaan dan
semakin kuatnya kondisi saling keter-
gantungan. Pada sisi lain juga masih
pecah konflik di beberapa wilayah, kela-
paran, kemiskinan, degradasi lingku-
ngan, kondisi kesehatan yang buruk dan
ketidakamanan manusia. Ketika masa-
lah-masalah bermunculan dan struktur
internasional belum mapan, para pakar
dan pimpinan negara-negara masih
mencari-cari formula yang tepat untuk
mengendalikan masalah-masalah yang
muncul tersebut. Perlu pengaturan yang
bersifat global untuk mengelola dan me-
ngatasi masalah-masalah yang dihadapi
masyarakat internasional.

Wilkinson (2005) menyebutkan beberapa
keadaan yang dihadapi dunia pasca Pe-
rang Dingin dan Abad XXI, diantaranya
adalah: Pertama, perilaku negara tidak
lagi bebas tetapi dikelilingi oleh kerang-
ka aturan regional dan internasional,
oleh lembaga-lembaga dan rejim dan sa-
ling ketergantungan yang semakin me-
nguat. Hal ini membuat kapasitas ne-

gara-negara kecil semakin melemah oleh
Gerakan pemisahan diri pasca Perang
Dingin dan kemampuan negara untuk
mengontrol keamanannya dipertanya-
kan akibat aksi-aksi seperti terorisme.
Kedua, kemampuan lembaga dan organi-
sasi internasional juga dipertanyakan.
Kasus seperti tuntutan untuk reformasi
Dewan Keamanan PBB misalnya, men-
jadi salah satu contoh dalam hal ini. Ke-
gagalan Dewan Keamanan PBB dalam
mencegah pembantaian massal di Rwan-
da (1994), Yugoslavia, Somalia dan ber-
bagai konflik di Afrika dan Timur Te-
ngah, Asia Selatan dan Amerika Selatan.
Demikian juga konflik Rusia-Ukraina
yang semakin rumit dengan keterlibatan
NATO. Ketiga, saling ketergantungan
global atas nama globalisasi semakin
mudah menyebarnya krisis keuangan,
upah buruh rendah dan kondisi kerja
yang buruk dan konsentrasi kekayaan
yang menggumpal pada segelintir orang.
Krisis ekonomi di Asia Timur 1997/1998
dan resesi ekonomi bisa terjadi kapan
saja.

Keempat, penyebaran penyakit seperti
Covid-19, HIV-AIDs, malaria, pandemic
ebola, demam berdarah dengue dan lain-
lain, termasuk penyakit pada hewan
ternak seperti penyakit kuku dan mulut,
anthrax. Begitu juga dengan semakin
menurunnya tingkat kesehatan masyara-
kat, kurang gizi, stunting, cacat dan idiot
seharusnya menjadi concern semua pi-
hak. Kelima, masalah lingkungan global
seperti perubahan iklim, penggurunan,
dan punahnya spesies-spesies baik he-
wan maupun tumbuhan, naiknya per-
mukaan air laut, menipisnya lapisan
ozon, dimana hal-hal ini tidak diperha-
tikan secara serius dengan tindakan nya-
ta dari negara-negara maju maupun ne-
gara-negara berkembang. Keenam, aktor-
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aktor baru bermunculan dan semakin
terlibat dalam masalah-masalah global.
Munculnya perusahaan tantara bayaran
(Private Military Company/PMC) adalah
contoh bagaimana non-state aktor sema-
kin terlibat dalam konflik bersenjata.
Dalam perang Rusia-Ukraina, PMC juga
terlibat dalam konflik tersebut. Kelom-
pok kriminal menculik para pekerja,
wanita dan anak-anak untuk diperjual-
belikan dan dipekerjakan sebagai budak
sex di Eropa Barat. Ketujuh, semakin
meningkatnya kekuatan massa yang ber-
demonstrasi, membuat jaringan episte-
mik yang menuntut transparansi lemba-
ga-lembaga internasional.

Hal-hal yang dikemukakan Wilkinson di
atas sedikit banyak merupakan cerminan
apa yang terjadi di pentas global pasca
Perang Dingin. Terdapat perubahan fun-
damental dan munculnya kebimbangan
mengenai cara-cara bagaimana pengatu-
ran global akan dikelola. Karena itu per-
lu mengkaji ulang apa yang dilakukan
oleh organisasi dan lembaga-lembaga
internasional agar bisa bersinergi dalam
menemukan formula terbaik dalam pe-
ngelolaan masalah-masalah global.

Isu-isu Global Governance

Isu-isu yang berkembang dan perlu pe-
ngaturan global mencakup banyak hal,
diantaranya adalah krisis kemanusiaan,
masalah keuangan dan pembangunan,
masalah kesehatan dan lingkungan,serta
masalah masyarakat sipil, yakni keter-
libatan masyarakat sipil dalam global
governance. Krisis kemanusiaan berkaitan
dengan kecenderungan intervensi dan
masalah bantuan asing. Masalah keua-
ngan dan pembangunan berkaitan de-
ngan konsep yang secara tradisional
dikenal dengan hubungan Utara-Selatan
dan ketidakmampuan untuk mengatur

keuangan global. Untuk masalah keseha-
tan dan lingkungan yang perlu diper-
hatikan adalah perubahan iklim karena
perubahan iklim memiliki dampak yang
luas dan mempengaruhi berbagai sektor
kehidupan manusia.

Griffin (2005) menyatakan bahwa dalam
krisis kemanusiaan akibat konflik perlu
adanya intervensi internasional untuk
memelihara perdamaian. Intervensi ada-
lah keterlibatan langsung aktor asing da-
lam suatu negara untuk memenuhi
keinginan dari aktor asing tersebut tanpa
mempertimbangkan negara yang diin-
tervensi (Lami et al, 2017). Dalam konteks
geo-politik, negara-negara yang diinter-
vensi tersebut berada di Asia, Afrika dan
Amerika Latin. Intervensi ini sering di-
kaitkan dengan bantuan dimana pihak
donor, apakah itu negara atau swasta,
membuat persyaratan tertentu yang ha-
rus dipenuhi negara penerima.

Kasus Pembangunan dan keuangan
menjadi isu global karena terdapat ke-
timpangan kondisi Utara dan Selatan
dan juga ketimpangan ekonomi didalam
negeri negara-negara Selatan. Selama be-
berapa dekade persoalan Utara — Selatan
menjadi contoh bagi pembangunan dan
kemiskinan. Negara-negara Utara lebih
Makmur dibanding negara-negara Sela-
tan. Meski kesenjangan itu masih ada
hingga sekarang, namun masalah itu
tidak lagi mendapat perhatian khusus
(Therien, 2005). Kini dengan adanya mi-
llenium development goals (MDGs) dan
sustainable development goals (SDGs), per-
hatian lebih pada kebersamaan global
dan kemitraan dalam menangani masa-
lah kemiskinan dan Pembangunan.

Masalah kesehatan seperti penyebaran
penyakit menular, pandemic HIV-AIDs,
malaria, Covid-19 dan lain-lain, serta
masalah lingkungan seperti perubahan
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iklim, pemanasan global, menipisnya la-
pisan ozon, penggundulan hutan, peng-
gurunan, dan punahnya budaya dan
spesies yang terpinggirkan akibat peng-
gundulan hutan dan penggurunan perlu
dipikirkan secara serius oleh para pe-
mimpin negara bagaimana mengatasi-
nya dan menemukan cara-cara untuk
mencegahnya.

Perlunya Global Governance

Kesadaran akan perlunya suatu penga-
turan global dikalangan pemimpin nega-
ra telah muncul sejak merebaknya globa-
lisasi pada akhir Perang Dingin. Surut-
nya rivalitas Timur-Barat diharapkan bi-
sa membawa dunia menjadi semakin
aman dan damai. Fenomena globalisasi
yang membuat dunia semakin sempit,
tanpa sekat-sekat geografis ikut mengu-
atkan kesadaran akan perlunya global
governance. Globalisasi adalah istilah
yang digunakan untuk menggambarkan
sejumlah proses integrasi dalam bidang
ekonomi, politik, sosial budaya dan ling-
kungan. Ketika proses-proses di berba-
gai ranah ini digabungkan akan meng-
hasilkan interaksi yang lebih besar dan
saling ketergantungan yang semakin
kuat antara berbagai elemen masyarakat
di level global. (Farrands et al, 2015).

Globalisasi dalam pandangan Payne
(2013) memiliki berbagai bentuk, yaitu:
globalisasi ekonomi, finansial, politik,
militer, budaya, lingkungan dan krmi-
nal. Globalisasi ekonomi merupakan per-
tukaran antar benua dalam hal produksi
barang, jasa dan tenaga kerja. Globalisasi
finansial terjadi karena konsolidasi lem-
baga-lembaga keuangan di berbagai ne-
gara, perkembangan teknologi dan uni-
versalisasi perbankan. Globalisasi politik
mencakup proliferasi organisasi inter-
nasional dan regional dan penyebaran

aktor-aktor politik non-state. Sedangkan
globalisasi militer mencakup jaringan ke-
kuatan militer yang berkembang secara
instensif dan ekstensif. Globalisasi buda-
ya mencakup penyebaran suatu budaya,
biasanya budaya dominan, yang melin-
tasi batas-batas negara. Penyebaran mu-
sik, makanan, orang-orang, produk, ide
dan teknologi termasuk dalam kategori
globalisasi budaya. Globalisasi lingku-
ngan memfokuskan pada saling keter-
gantungan antar negara dalam hubu-
ngannya dengan berbagai masalah se-
perti pemanasan global, penyebaran pe-
nyakit menular, polusi, penggundulan
hutan, keanekaragaman hayati dan anca-
man punahnya berbagai spesies flora
dan fauna di alam bebas. Terakhir, globa-
lisasi kriminal merupakan penyebaran
kejahatan global antar benua dan dam-
paknya bagi individu dan pemerintahan.
Terorisme dan kejahatan internasional
termasuk bagian dari globalisasi krimi-
nal ini.

Pemikiran lain yang mendorong kesada-
ran akan perlunya global governance ada-
lah adanya global commons, yaitu istilah
yang diberikan pada berbagai hal yang
jauh dan tidak bisa diakses sistem eko-
logi bumi yang kompleks. Global com-
mons ini penting bagi keberlangsungan
hidup umat manusia, tetapi selama bera-
bad-abad berada diluar jurisdiksi negara.
Diantara yang termasuk dalam global
commons adalah lautan luas, dasar laut
dalam, angkasa luar, benua Antartika
dan sistem iklim (Imber, 2008). Dengan
kemajuan teknologi abad XX dan abad
XXI, apa yang pada mulanya tidak bisa
diakses menjadi bisa diakses. Perlom-
baan dalam mengakses global commons
menimbulkan persaingan diantara ke-
kuatan-kekuatan besar. Rivalitas militer-
pun tidak bisa dihindari.
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Persoalan global lain yang mendorong
kesadaran perlunya global governance
menurut Karns dan Mingst (2010), yaitu:
keinginan untuk memperoleh perda-
maian dan keamanan, memajukan kese-
jahteraan dan pembangunan manusia,
melindungi hak asasi manusia dan me-
lindungi lingkungan. Perdamaian dan
keamanan merupakan hal yang tidak
bisa dibagi-bagi. Bahkan konflik yang
terjadi dalam suatu negara bisa menye-
babkan terjadinya bencana kemanu-
siaan, seperti ethnic-cleansing, genocide,
tumbangnya pemerintahan, penyakit
dan kelaparan. Belum lagi masalah sen-
jata pemusnah massal (senjata kimia,
biologi, dan senjata nuklir) dan tero-
risme. Perang antar negara sering meng-
gunakan senjata-senjata model ini, teru-
tama kimia dan biologi. Pasukan Iraq
menggunakan senjata kimia terhadap
pasukan Iran, pasukan Ukraina menggu-
nakan senjata fosfor dalam perang Rusia-
Ukraina.

Pada akhirnya tujuan hidup manusia,
bangsa dan negara adalah kesejahteraan,
keamanan, otonomi dan prestise. Karena
itu pengaturan global apapun bentuknya
harus ditujukan untuk meningkatkan ke-
sejahteraan. Yang dimaksud kesejahte-
raan disini adalah dibidang ekonomi, de-
ngan demikian globalisasi ekonomi men-
jadi perhatian utama. Untuk mecapai tu-
juan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) mengadopsi Millenium Develop-
ment Goals (MDGs) yang diadopsi tahun
2001 dan dilanjutkan dengan Sustainable
Development Goals (SDGs) tahun 2015.
Sayangnya, dalam globalisasi ekonomi
yang diusung adalah nilai-nilai liberalism
yang kurang memperhatikan asas keadi-
lan. Tata kelola perdagangan ala WTO
misalnya, sangat jelas memperlihatkan
hal tersebut.

Untuk menghormati dan memuliakan
kehidupan manusia di dunia secara
merata tanpa memandang ras, warna
kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan ba-
hasanya, maka hak asasi manusia mesti
ditegakkan, dihormati dan dilindungi.
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi
Manusia (1948) yang diadopsi PBB dija-
dikan standar dan norma dalam perlin-
dungan HAM. Pelanggaran terhadap ni-
lai-nilai HAM seperti genosida, pember-
sihan etnis, kekerasan terhadap perem-
puan dan praktek perbudakan harus
dihentikan dan pelakunya harus diadili.

Pendorong lain bagi global governance
adalah kesadaran bahwa kita hidup di
planet bumi yang sama. Orang boleh be-
rada di tempat dan negara yang berbeda,
tetapi masih di bumi juga. Karena itu
masalah-masalah yang dihadapi bumi,
seperti pemanasan global, perubahan ik-
lim, degradasi lingkungan, penipisan oz-
on menjadi perhatian dan perlu pengatu-
ran global. Satu negara sendirian tidak
bisa mengatasi persoalan-persoalan ter-
sebut dan untuk itu perlu kerjasama glo-
bal. Konferensi Stockholm, Konferensi
Rio de Janeiro (1992) secara khusus mem-
bahas masalah lingkungan dan mengha-
silkan kesepakatan tentang Pembangu-
nan berkelanjutan. Konferensi pasca Rio
de Janeiro semakin menguatkan ide ten-
tang memperhatikan masalah lingku-
ngan ini. Pada abad XXI, PBB mengadop-
si program komprehensif tentang masa
depan bumi dan manusia dalam Milleni-
um Development Goals (MDGs) yang
diadopsi tahun 2001 dan dilanjutkan
dengan Sustainable Development Goals
(SDGs) tahun 2015.

KESIMPULAN

Masalah-masalah yang dihadapi bangsa-
bangsa di dunia pada akhir Perang Di-
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ngin dan Abad XXI semakin kompleks.
Kemajuan teknologi komunikasi, infor-
masi dan transportasi semakin menga-
burkan sekat-sekat kedaulatan negara,
sehingga pergerakan modal, orang, ko-
moditi dan keuangan semakin cepat. Hal
ini membawa dampak pada pengaturan
dan karenanya perlu tata kelola yang
bersifat global. Global governance hadir
dan diperlukan karena beberapa alasan,
namun kelemahan dari governance se-
perti ini adalah tiap-tiap isu (masalah)
memiliki governance nya sendiri-sendiri.

Untuk mengatasihal tersebut, keterli-
batan negara, pemerintah dan lembaga-
lembaga internasional, termasuk indivi-
du swasta memegang peran kunci dalam
keberhasilan global governance. Lembaga
internasional seperti PBB, karena caku-
pan dan aktifitasnya menjadi pusat dari
global governance. Organisasi lain baik
IGO maupun INGOs haruslah bekerja
dan berprinsip yang sejalan dengan
nilai-nilai yang dikembangkan oleh PBB.
Dengan demikian global governance bisa
diwujudkan untuk menangani berbagai
isu yang berkembang.
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